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Abstract: The implementation of a reward and punishment system is considered capable of improving employee 

work discipline. Rewards are given to encourage employee morale, while punishments are given as a reminder 

of the consequences of misconduct. This study aims to describe the implementation of the reward and punishment 

system in the Civil Service. Through a qualitative approach with in-depth observation, structured interviews with 

employees, and documentation studies. The results of the study found that the implementation of the reward and 

punishment system has been carried out well, with rewards given based on the level of discipline and performance 

of employees, while punishments are given based on the type of violation committed. The rewards given include 

Additional Employee Income, the Satyalancana Karya Satya award, exemplary employee awards, internship 

certificates, and retirement awards. Meanwhile, the punishments given include verbal warnings, written 

warnings, deductions from Additional Employee Income, and severe sanctions for employees with serious 

violations.    
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Abstrak: Pemberian sistem penghargaan dan hukuman dinilai mampu meningkatkan disiplin kerja pegawai. 

Penghargaan yang diberikan mendorong semangat kerja pegawai sebaliknya hukuman diberikan sebagai 

pengingat akan konsekuensi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguraikan implementasi sistem penghargaan dan hukuman di lingkungan Aparatur Negeri Sipil. Melalui 

pendekatan kualitatif dengan observasi mendalam, wawancara terstruktur dengan pegawai, dan studi 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa implementasi sistem penghargaan dan hukuman telah 

dilakukan dengan baik, pemberian penghargaan dilihat dari tingkat disiplin dan kinerja pegawai, sebaliknya 

hukuman dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Penghargaan yang diberikan meliputi bentuk Tambahan 

Penghasilan Pegawai, penghargaan Satyalancana Karya Satya, penghargaan pegawai teladan, sertifikat magang, 

serta penghargaan pensiunan. Sementara itu, hukuman yang diberikan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, 

pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai, hingga sanksi berat bagi pegawai dengan pelanggaran serius. 

 

Kata kunci: Disiplin Kerja; Hukuman; Kebijakan; Kinerja Pegawai; Penghargaan. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Dalam mendukung reformasi birokrasi yang menjadi tujuan pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan publik, profesionalisme, dan kinerja aparatur. Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dengan kinerja yang tinggi akan mempermudah instansi pemerintahan dalam 

mencapai tujuannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain otoritas, 

efektivitas, inisiatif, efisiensi, dan disiplin (Wati dkk., 2024). Disiplin sebagai elemen penting 

dalam pengelolaan sumber daya manusia karena instansi membutuhkannya  untuk mencegah 

kelalaian, penyimpangan, pelanggaran, serta pemborosan dalam hal pelaksanaan tugas 

pekerjaan (Arif dkk., 2020).  

Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja dalam sebuah instansi, karena semakin tinggi 

tingkat kedisiplinan yang diterapkan, maka ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik sehingga produktivitas mereka juga meningkat (Wati dkk., 2024). Penelitian-
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penelitian yang ada mengungkapkan bahwa ASN pada instansi pemerintahan masih 

menghadapi masalah kedisiplinan seperti keterlambatan, ketidakhadiran, ketidakpatuhan 

selama jam kerja. Menurut Wijaya dkk. (2019) disiplin adalah perilaku seseorang dalam 

mematuhi suatu peraturan yang berlaku. 

Sistem Reward dan Punishment pada ASN menjadi langkah strategis untuk 

meningkatkan kedisiplinan mereka (Safitri & Asmanita, 2022). Pemberian reward dan 

punishment digunakan sebagai dorongan agar bekerja lebih giat serta sebagai pembangkit 

motivasi kerja yang akhirnya mendorong kinerja mereka menjadi lebih baik (Sarita & 

Pamungkas, 2024). Menurut Widi Astuti (2020) dalam penelitian Ramadani & Sari (2023) 

reward diberikan sebagai bentuk pemberian penghargaan atas kinerja yang dilakukan pegawai. 

Sedangkan punishment adalah sanksi karena melakukan pelanggaran aturan. Meskipun 

terdengar berlawanan, pada hakikatnya reward dan punishment menjadi instrumen vital dalam 

upaya memotivasi dan meningkatkan kedisiplinan pegawai agar bekerja lebih profesional. 

Dengan syarat penerapan sistem ini harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan kinerja 

yang telah pegawai lakukan, agar tidak ada perasaan diskriminasi dan ketidakadilan di antara 

pegawai. Dalam berbagai penelitian, reward dan punishment menghasilkan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara reward dan punishment terhadap disiplin kerja pegawai. 

Sistem reward dan punishment juga terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja ASN, 

pemberian sistem berperan besar dalam menekan perilaku indisipliner karena bagaimanapun 

reward menghasilkan efek keteladanan sedangkan punishment menghasilkan efek jera (Mesra, 

2020). 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 51, di 

mana pengelolaan manajemen ASN harus didasarkan pada sistem merit dengan tujuan 

mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reward dan punishment diatur untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan ASN. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden 

Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menerangkan bahwa disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan PNS untuk menaati segala kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat 

pelanggaran disiplin akan dikenakan punishment atau hukuman disiplin sebagai konsekuensi 

karena melanggar Disiplin PNS. Di mana yang dimaksudkan sebagai pelanggaran disiplin 

adalah setiap perbuatan, ucapan atau tulisan yang melanggar ketentuan disiplin PNS, baik 

dilakukan di dalam atau di luar jam kerja. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga menerapkan sistem 

reward dan punishment dalam lingkungannya untuk meningkatkan kedisiplinan para Aparatur 
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Sipil Negara (ASN). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, didapati bahwa punishment yang diberikan 

kepada pegawai yang melanggar peraturan tergantung pada seberapa besar kesalahan pegawai. 

Beberapa pelanggaran yang sering muncul terkait disiplin kerja di BKD Provinsi Kalimantan 

Tengah adalah keterlambatan pegawai serta ketidakpatuhan absensi. Pelanggaran-pelanggaran 

terkait dengan kedisiplinan waktu dan peraturan ini tentunya jika dibiarkan dapat menghambat 

kinerja organisasi, berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan 

masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pemberian 

reward dan punishment pada sikap disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus pada indikator disiplin waktu.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Penghargaan (Reward) 

Menurut  Dewi dan Subariyanti (2025) reward diartikan sebagai sesuatu yang diberikan 

sebagai bentuk imbalan yang diterima secara wajar atau alami, yang berfungsi untuk 

menunjukkan penghargaan dan memperlihatkan bahwa seseorang memberikan perhatian 

kepada orang lain. Sedangkan menurut Sarita dan Pamungkas (2024) reward atau penghargaan 

adalah suatu imbalan dalam bentuk material maupun non material, diberikan oleh instansi 

kepada pegawai dengan meningkatkan motivasi kerja dan mendorong mereka untuk berprestasi 

dalam mencapai sasaran perusahaan.  

Reward yang diberikan berbentuk finansial dan non-finansial. Reward berbentuk 

finansial dapat berupa uang bonus, hadiah, souvenir, plakat atau trofi dan piagam kepada 

karyawan dinilai berhak mendapatkan reward atau penghargaan (Sarita & Pamungkas, 2024). 

Sedangkan, reward secara non-finansial seperti promosi jabatan, lingkungan kerja yang 

nyaman, pengembangan diri ataupun fasilitas lain (Mesra, 2020). Pemberian reward dapat 

membuat pegawai merasa dihargai sehingga dapat mereka mengoptimalkan pekerjaan dengan 

baik. melalui pemberiaan reward baik secara finansial maupun non-finansial ini diharapkan 

motivasi pegawai dalam bekerja dapat meningkat (Sarita & Pamungkas, 2024). 

Mangkunegara (2013) dalam penelitian yang di lakukan Yazid Ar dkk. (2021) 

menjelaskan faktor pemberian reward terdiri dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

intrinsik meliputi pencapaian prestasi, pengakuan dalam dunia kerja, tanggung jawab, serta 

peluang kemajuan. selain itu, faktor ini mencakup hubungan interpersonal antara atasan dan 

bawahan, teknik supervisi, kebijakan administrasi, kondisi kerja, dan kehidupan pribadi. 
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sedangkan faktor ekstrinsik mencakup gaji atau upah, tunjangan karyawan seperti dana 

pensiun, fasilitas kesehatan, serta pemberian bonus, insentif, dan kesempatan promosi. 

Reward diberikan untuk mendorong seseorang agar lebih bersemangat dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan atau aktivitas. Oleh karena itu, karyawan akan berusaha 

melakukan tindakan atau meraih prestasi tertentu demi mendapatkan reward tersebut. Reward 

yang diberikan kepada pegawai bisa berupa tunjangan, bonus, jaminan sosial, asuransi, 

pesangon, serta kenaikan jabatan (Pratama & Sukarno (2021) dalam Mesra, 2020).  

 

Hukuman (Punishment) 

Menurut Lestari dkk (2025) punishment diartikan sebagai sanksi yang diberikan sebagai 

konsekuensi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Punishment merupakan sanksi yang 

dikenakan kepada seorang karyawan akibat ketidakmampuannya dalam melaksanakan atau 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diterima (Afriansa dkk., 2023). 

Pemberian punishment dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi sebagai peringatan agar 

pegawai yang melanggar aturan merasa terdorong untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, 

juga mendorong peningkatan kedisiplinan dalam bekerja (Gea, 2020). 

Terdapat beberapa indikator punishment menurut Hasyim dan Cahyadi (2022) yaitu 1) 

Hukuman ringan, berupa teguran lisan dari atasan, teguran tertulis, dan pernyataan 

ketidakpuasan secara tertulis. 2) Hukuman sedang, meliputi penundaan kenaikan gaji, 

pemotongan gaji, komisi atau tunjangan, serta penundaan kenaikan pangkat. 3) Hukuman berat 

yang terdiri dari pembebasan dari jabatan, pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. 

  

Disiplin Kerja 

Disiplin kerja mengacu pada upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk mematuhi 

aturan tertulis atau tidak tertulis untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya (Desiyani 

dkk., 2025). Disiplin tempat kerja merupakan komponen atau variabel yang krusial dalam 

pengembangan manajemen sumber daya manusia karena diperlukan oleh suatu organisasi 

untuk mencegah terjadinya keteledoran, penyimpangan, atau pelanggaran, dan pemborosan 

berikutnya dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan (Arif dkk., 2020). 

Disiplin diartikan sebagai penerapan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

dipahami sebagai tanggung jawabnya, seperti tugas-tugas kantor dan kehadiran karyawan pada 

jam kerja yang tepat dengan perusahaan yang bersangkutan (Istiqamah & Mujtahidah, 2025). 

Disiplin waktu tidak hanya berarti datang ke kantor tepat waktu, tetapi juga mencakup 

kemampuan mengatur pekerjaan agar sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. 
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Seorang pekerja yang mampu disiplin terhadap waktu mencerminkan bakti pada pekerjaannya 

maupun rekan-rekan kerja. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

profesional dan harmonis. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

merupakan pendekatan yang bertujuan menelusuri masalah dunia nyata dengan menggali 

secara komprehensif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi di instansi pemerintah 

melalui pengalaman, persepsi dan perilaku partisipan informan mengenai reward dan 

punishment dari pimpinan (Bayot dkk., 2025) 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024). Keabsahan 

data dijaga melalui triangulasi sumber dengan menggabungkan wawancara terstruktur, 

observasi mendalam, serta analisis dokumen pendukung sebagai sumber data sekuder (Muid 

dkk., 2025). 

Lokasi penelitian ini di instansi pemerintah yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah yang berada di Jl. Willem AS No.11, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota 

Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara 

mendalam dengan beberapa narasumber, yaitu: 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

b. Kabid Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN 

c. Pegawai Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN 

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari artikel penelitian yang mendukung serta 

berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk PP Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan reward dan punishment dalam 

meningkatkan disiplin kerja ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan sistem reward dan punishment yang dilakukan secara bersamaan dan 

berkesinambungan akan menciptakan keadilan bagi pegawai yang mendapatkan reward dari 

atasan berdasarkan kinerja yang telah mereka lakukan, sedangkan pemberian punishment atau 

hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan sesuai dengan 

tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dengan tujuan agar pegawai memiliki rasa 
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jera dan meningkatkan kedisiplinan mereka (Mais dkk., 2019). Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan sistem reward atau penghargaan sudah berjalan 

sesuai yang diharapkan. Pemberian reward dilihat pada kinerja, disiplin dan beban kerja 

pegawai, sedangkan pemberian punishment mengacu pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

Implementasi Reward Disiplin Pegawai 

Pemberian reward atau penghargaan memang diwujudkan untuk mendorong kinerja, 

semangat dan antusiasme pegawai. Kasubag Umum dan Kepegawaian menyatakan “kalau 

reward itu selama ini kita seleksi terus dari tahun ke tahun, sebenarnya reward ini kan tertutup 

tidak yang terbuka untuk umum. Kita kan melihat reward dari kinerja yang bagus tapi kan tidak 

ditunjukkan, tetapi kita mengamati, dengan memberikan bentuk penghargaan apa itu dari 

atasan langsung” sehingga dapat disimpulkan bahwa reward yang diberikan kepada pegawai 

dilihat dari kinerja dan tingkat disiplin kerja mereka. Bentuk dari reward yang diberikan juga 

beragam dalam lingkup disiplin pegawai yang dinilai memiliki tingkat disiplin tinggi dan 

kinerja yang baik akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diatur dalam 

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Kasubag Umum dan Kepegawaian juga menyatakan “kalau bagian penghargaan yang 

kami berikan seperti ini, yang mau kami buat lagi seperti penghargaan untuk pegawai teladan, 

dan untuk mahasiswa yang magang kita berikan penghargaan magang yang diamati dari 

kinerjanya”. Selanjutnya “Itu reward atau penghargaan yang kita berikan, reward untuk 

pensiun. Contoh ini salah satu pegawai di sini hendak pensiun mau kita kasih reward 

penghargaan kita laksanakan upacara”. Jawaban lain dari pegawai Bidang Disiplin dan 

Pengelolaan Kinerja ASN menyatakan “kalau secara umum bentuk penghargaan yang 

diberikan itu Satya Lancana Karya, reward itu gak semuanya bisa dapat karena ada ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi”. 

 Reward lain yang diberikan kepada pegawai di BKD Kalimantan Tengah juga meliputi 

penghargaan bagi pegawai teladan, penghargaan dalam bentuk sertifikat kepada pegawai 

magang di BKD Kalimantan Tengah, upacara pensiun untuk pegawai BKD Kalimantan 

Tengah, serta tanda kehormatan Satya Lancana Karya yang dianugerahkan kepada Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana termuat dalam PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 

sebagai penghargaan dalam melaksanakan tugasnya yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, 
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kejujuran, kecakapan serta kedisiplinan selama sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 

30 tahun bekerja. 

Selanjutnya, melalui wawancara yang dilakukan dengan pegawai Bidang Disiplin dan 

Pengelolaan Kinerja ASN, didapat pula informasi bahwa reward formal yang berupa Satya 

Lancana Karya juga diserahkan kepada pegawai yang sudah mengabdi 10, 20, dan 30 tahun 

serta tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin “Intinya kalau pegawai itu sudah bekerja 10 

tahun dan tidak ada cacatnya selama 10 tahun, tapi kalau dia ada cacat setelah melepaskan 

hukuman disiplin ulang lagi dari awal. Dia 20 tahun sudah bekerja baru dikasih penghargaan 

20 tahun sudah mengabdi. Bentuknya piagam yang ditanda tangani presiden dan itu berlaku 

untuk semua pegawai mau itu vertikal mau itu pegawai kementerian, pemda, maupun pemkab”. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan objektivitas dalam pemberian reward, Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengimplementasikan sistem 

digital dengan aplikasi SINERJA (Sistem Informasi Kinerja atau E-Kinerja). Aplikasi ini 

digunakan untuk membantu mewujudkan pelayanan prima dan layanan kepegawaian yang 

transparan bagi ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. BKD juga menggunakan 

aplikasi tersebut dalam menilai kehadiran, mengukur disiplin, dan kinerja pegawai yang 

menjadi dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bentuk reward 

pegawai. 

 “Kita bekerja pakai sistem SINERJA termasuk ASN yang sudah PPPK dan PNS. Itu di 

aturan jelas. Kalau reward itu selama ini kita seleksi terus dari tahun ke tahun dan kita melihat 

reward dari kinerja yang bagus tapi kan tidak ditunjukkan, tetapi kita mengamati, dengan 

memberikan bentuk penghargaan dari atasan langsung” Ungkap Kasubag Umum dan 

Kepegawaian. Melalui penerapan kedua sistem ini, sistem penghargaan menjadikan proses 

evaluasi lebih efisien dan menyeluruh, serta memperkuat prinsip good governance dalam 

manajemen ASN. Hal ini berfungsi untuk menjunjung tinggi objektivitas dan memastikan 

bahwa reward yang diberikan kepada pegawai memadai dalam menunjukan tingkat dedikasi 

dan disiplin kerja yang tinggi. 

 

Implementasi Sistem Punishment Disiplin Pegawai 

Pemberian punishment atau hukuman disiplin yang dilakukan oleh BKD Kalimantan 

Tengah di dasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di 

mana pemberian hukuman ini di berikan berdasarkan seberapa berat tingkat pelanggaran yang 

dilakukan, dengan penggolongan hukuman ringan, sedang, dan berat. Dari wawancara yang 

telah dilakukan jenis pelanggaran yang paling sering di lakukan adalah keterlambatan dan juga 
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ketidakpatuhan absensi baik saat masuk atau pulang kerja. Kepala Bidang Disiplin dan 

Pengelolaan Kinerja ASN  menyatakan “untuk yang tidak masuk kerja bisa diakumulasi selama 

1 hari itu, tapi kalau terlambat beberapa menit/jam itu ada potongannya sekian persen”. Sejalan 

dengan informasi dari Pegawai Bidang Disiplin dan Kesejateraan yang menyatakan “kalau di 

BKD Pemprov ini absensi kami kalau sudah lewat dari jam 07.30 tapi dia lebih dari 07.30 

gajinya langsung dipotong, apalagi yang tidak masuk selama beberapa hari berturut-turut 

otomatis mendapatkan surat teguran, kalau hanya keterlambatan saja gajinya dipotong”.  

Pelanggaran disiplin waktu yaitu keterlambatan dan ketidakpatuhan absensi ini 

dikategorikan sebagai pelanggaran ringan yang mendapatkan hukuman ringan yakni 

pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN juga teguran lisan dari atasan 

masing-masing. Berdasarkan wawancara faktor yang memengaruhi pegawai untuk melakukan 

pelanggaran ini antara lain masalah keluarga, kelalaian pribadi, dan kesibukan pegawai. 

Pelaksanaan punishment atau hukuman disiplin ini tentunya memberikan efek jera kepada 

pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran, menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian 

BKD Kalimantan Tengah, pemberian hukuman ini dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai 

terutama dalam hal disiplin waktu.  

Selain itu, penegakan punishment di BKD dilakukan melalui alur administratif yang 

berjenjang dan terukur dengan melalui laporan di sertai bukti yang kuat sebelum melakukan 

tindakan. “ Kalau untuk sanksi bisa dari bidang disiplin tapi itu pun harus ada laporan dan bukti 

daripada laporannya. Harus ada bukti yang kuat baru bisa dikasih punishmentnya” ungkap 

Pegawai Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara keseluruhan, dalam penelitian yang di lakukan di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Provinsi Kalimantan Tengah melalui wawancara dengan tiga narasumber yaitu 

Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kabid Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN, dan Pegawai 

Bidang Disiplin dan Pengelolaan Kinerja ASN pelaksanaan sistem reward dan punishment 

telah berjalan cukup baik dan berpedoman pada PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja, kedisiplinan, dan loyalitas pegawai dalam 

bentuk TPP, penghargaan Satyalancana Karya Satya, pegawai teladan, sertifikat magang, serta 

penghargaan pensiunan. Sementara itu, hukuman diterapkan secara bertahap dan proporsional, 

meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan TPP, hingga sanksi berat bagi pegawai 

dengan pelanggaran serius. Melalui penerapan sistem digital SINERJA, pemberian reward dan 
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punishment menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta terbukti mampu 

meningkatkan kedisiplinan, motivasi, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankannya.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa BKD Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil 

menerapkan sistem reward dan punishment yang terukur, berbasis digital, dan sesuai regulasi. 

Reward menjadi pendorong motivasi dan semangat kerja pegawai, sementara punishment 

menjadi alat pengendalian perilaku untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedua 

sistem ini saling melengkapi dan menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi menuju 

pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 
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